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Abstract

The methad of evalnaring lmes in Indonesio as nor pee becomee an issee that @5
ervmprenensively discissed, Previows stiedies focused more oo researeh emeetods i drafiing
Leeies, for example on ROOCIPT {Ride, Opporiunity, Capacity, Compminicartion, Inerest,
Provess, anid Tdeolioqy) or CBA (Cose and Berefit Analysis). Therefore, dis article il
in el pgups e sty by discassing Social Reteen on Tovestoeend (SRO0) aoa method
ofevalugeing e toplementation of Taws, ThS meethod can le an nlternative discourse in
rraliating lawes in Indemegia, but it needs to be supparted by evalvation geidelines that
explain concrete skeps in guandtarive svaluation of s In addition, the SROT micthod
dhevmaeinils e Deterd el pliseary appronch aud the tvalvesment of relevamt stakclidders in
vartons stages ol SRO analpsts,

Kegwards Bffectiveness; Bfficiency; Bvalsativn Monctizaiioig SROT

Ahbatrak

Mermde evaluasi undangundang di Indonesia belum menjadi isu vang dihahas
secara komprehensif Bajian-kajian sebelomnya iehih banvak fokues pada metode
risel dalam penyusunan rancangan undang-undang, miisalnva tentang ROCCTPL
{Rude, Opportanity, Capacity, Commanication, frterest, Process; dan Ldeolagi] stan
CRA (Cast and Henefit Analysis). Oleh karena ite, artikel ini mengisi kekosongan
kajan tersebiit dengom membahag. Social Retwrn o [veswient (SROT) sebagm
metode evaluas impleme ntast endangundang, Metode ini dapat menjadi alternataf
wacana dalam evaluasi undang-undang di Indonesia tetapi perlu didukung adanva
pedoman evaluasi yang menjelaskan langkah-langkah konkrit dalam  evaluasi
kuantitatif terhadapundeng-undang, Selain i, metode SROL menuntout pendekatan
interdisipliner serts keterhhotan pemangku kepentingan yang terkait dalsm herbagn
tahapan analisis SROL

Batn Kunci: Efekinitas; Efisicnst; Evalnasi; Monetisasi; SROJT
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PENDAHULUAN

Persoalan efckivitas undang-undang adalsh isu vang umuam dibahas. Berbagai kajian
hukum mengusung efektivitas undang-undang sehagal topik dan joga memasangnya
dalam judul, Kajian-kajian tersebut umomnya mengkayi efekovitas undang-undang
dengan menelusun kesenpngan antara norma dan pelakeanoon' Namun banvak kajian
tentang efekbivitas undang-undang di Tndonesa sebenarnva tidak dapat memelaskan
kezenjangan widangundang yomg dinormaln dan yang dilaksanakan secara terulur,
Padalal pengetabuan tentang efektivitas undang-undang secars temukur akan berguna
dalam menentukan masih perlu tidaknya sebuah undang-undang diportahankan: Untok
mengelaborasi pengetahuan tersehut secara terukur, maka metode menjadi kuncinya.
Dleh karena 1, pemerintah atan parlemen membutuhkan metode riset hukum dalam
kkorteks legislast dan perln mengembangkannya®

Kajian-kajian lnin tentang riset dalam legislasi di Indonesia telah membahas metode-
ihetodle vang perlu digunakan dalam proses legislasi. Kajian ilmuo perumdang-undangan
memuncuikan metode regulalory fmpact analysis, regeleforg mapping, BOCCIPL serta
consi e Bewefit pralysis" Mamun pembahasan metode-metode terzebut armumnyva fokias
pada tahap pro-legislasi (perancangan undang-undang). khususnya untuk menemualan
akar masalah dar sa vang alan diator datam undang-undang. Aspek metodologi
dalam berhagai kajism sehelumnya umumnya ditempatkan dalam perancangan undang-
undang agar dapat menunjukkan urgensi sosiologis dan nndang-undang, bukan hanya
urtensi flosofis dan yuridis doktrinal ' Pada akhirnya instrimen ontuk evaluasi pasca-
legislasi tidak berkembang scperfi instrumen pra-legislasi. Seringkali riset evaluasi
pasca-legislas mengelksperimenkan metode penilaion dampak di pra-legislasi sebago
inatrumen evaluasi. Fadahal metode riset di tahap pra-legizlasi tidak selalu sesuai untuk
tahap pasca-legislasi”

Dleh karena itu, artikel ini akan mengisi kelogongon kajian tentang riser evaluosi
implementas: undang-umdang 0 Indonesia, Khusasnove terkait metodologs, Rajian
terschut semakin penting karcna diskursus perundang-undangan sccara global scmalkin
mengembangkan diskursus nset evaloasi pasca-legislasi atan yang dikenal dengan istilah
post-Tegpelative gerictngy. Post-legislative scruting adalah peran tradisional parlemen untuk
memastikan bahwa langkah-langkah implementasi kebijakan publik sesuai dengan
apa vang disepakati oleh parlemen dan pemenntah. Post-legislarive semiting menila:
implementasi dan hosil dari implementas undang-undang ersebut,”

U Aulis Aarmin, 2010, “The Fermal Validity, Efficacy, and Acoeptahility of Legal Morms, " dalom s o dbe Do
trirad Sewfy of Law, Springer, Donlrecht, him 1251518

* hlarulak Pardede, @ared Dvsge Befiomeas! Predicios Hybe s Kempmsertan HeBnon den ek Asas Mesnsda MNeg
o Repndil Iidemeia. Jurrmad Penclitian Bukom Die Jare, Wal. 16, Bo. 2, 2004, K, 125-145

* Rachmat Tripona, Alterma il Mode! Anadics Pernran Prasdeny-Urdaugar. Juronl Bechis Yindiag: Media
Pembtinaman Hukim MNasiaml, Vol. 1, Ma. 3, 2002 hle 351-374,

! Eainnl Arifio Hoesein, Prvcbemikan Haokame delam Perspeln CPenbrmon Hokere Jumal Bechis Vinding: Media
Pemlyimaan Hukum Magomal, Vol 1, Mo, 3, 2002, ke 3067-327,

*Kni Hauerstein, 201 %, “Cantext and Analysie Twente Years of Begulomry Beform," dolam Bl oo Befom o
Indlonesin A Legel Pempective, md, Wideda Elatiahjana, Ko Hanerstein, dan Danisl Heilmann, Hanne Seidel Founda
ticm & The Ministry of Lo and Human Rights Directorate General of Legislation, Jalarm, hlm. 1-82,

* Franklin D Voiee, Sat-Legdanve Somcing in Evrope fae tie Chiersdaiic am Soplemernecion of Legialamom by
Pardivemecanis fuo Ewropsd b G civen Stroaaer. Tournal af Le@islative Shadie, Vol 26, Mo, 3 2020 hlm, 27447,
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Artikel ini menawirkan metode alternatif dalam riset evaluasi pasca-legisliasi. Metode
yang menjadi fokus pembahasan dalam artikel ini adalah Social Hetie on Invest ment
(SROT). Artikel ini akan menjelaslan konsep SROT dan pendekatan monetizas vang
digunakan, urgensi penggunaan 3RO sebhagal metode evalnasi undang-undang, serta
bagaimana talapan dalam menggunakan metode SROT tersebul

Artikel ini terbagi ke dalam 5 (tigs) bagian. Bagian pertama akan menjelaskan
tinjanan umum temtang SROL secta perbedaannva dengan cost and Berefit analysis
yang telah lebih dulu dikenal dalam kajian perancangan undang-undang. Bagion
kedua menjelaskan urgens1 SRO1 dalam sistem perundang-undangan di Indonesia
derngan menempatkannya dalom kerangka post-legislarive sorefing untuk menuiguklan
dampak dan kelayakan tmplementasi undang-undang secars torukur, Bagian ketiga
aloin menjelaskon dan mensimulaskan tahap apaliziz dengin metode SROL, Stmulasi
sederhana akan ditujukan. terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah,

PEMBAHASAN

Social Return on Invesemenit: Tinjanan Umum

Bagian ini akan menjelaskan kongep dasar SEOL vang umumnyn digunakan dalam
mengukur dampak program sosial dan bagaimana program sosial schagai sebuah
investasi bermanfaatr bagi pelaksana prodram mavpun penerima manfaatova, Setelah
itu bagian ini akan menempatkan konsep SEOI dalam konteks legislasi.

SROT adalah metode vang bertujuan untul mengukur luaran (sl nilai, dan
dampal sehuah program dalam dimensi sosial, Luaran, nilad, dan dampak tersebat diukir
dari ukuran finansial, Asumst dasar dan SR0OE adalah bahwa semus organisasi ckonoma
[ pulilik maupun privat) menghasilkan dampak bagi setinp orang dan lingkungan,” SROT
adalah rasio antars nilsd bersth dar manfaat vang diperolch saat mi {(wer present value
af henefits) dibandingkan dengan milai bersih saat imd dari investasi (e present volue of
investmants). Jika vasio SROM di atas angka satn maka dianggap mengunmngkan dan
meninpukkan hahwa program tersebuf berdampal kepada penerima program nyaupun
polaksana program.”

Faomsep SEOT pada awalnva dikembangkan oleb Boter'ts Enterprise Develapneent Frend
(REDF} di Amerikn Serikat pada pertengahan 1990-an, Di Inggris Raya, kerangka kerja
SR01 telah dikembangkan lehih lanjut di bawah program vang didanai pemerintah untuk
etk kour nilad sosial, vang dirnilad pada tahan 2008, dilakukan oleh konsorsium SROY
Metwork, New Economics Foundation, Chavities Evalvation Sernees, dan the National
Compaeeril for Yolirrary Ovierriisations and New Philanthropy Capital? SROT kemudian
telah diterima schagai alat ukur vang diakui secara internasional untuk kewirausahasn

" Mussima Cnema, 2017, “Social Return oo Investment (SROE), Inchuding Elements no Cist-Benebit Analysiz™
dalom Hindbook of el Policy Evafsation, sd. Bent Greve, Edwarel Elgar Publishing, Cheltenham & Northompsion,
hle. 57 - T,

* Ruda Buvamhi et ol demes ir Liiing Sactal Remor s fuvemnent asAn Diralnacion Tool. Emlooton |oummal of
Anstralasaa, Vol 17, Moo 32007, hlo, 32-349,

*Malin Arvdsom et al, Vifuiog the Soeial? The Nasere and Comroveetes af Memsermag Sooad et ou dnieare
(ERG ), Yaluntory Sectur Beview, Vol 4, 8o, 1, 2003, i@, 1-18
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sosial dalim Kebijakan di Inggris dan telah dipromesikan cleh Departemen Kesshatan di
Ingiris schagai alat ukor dar dampak kewiraueshaan sosial di bidang kesehatan " Dalam
hidang keselntan, SROI sehelumnya telah digunakan di bidang kesehatan masyvarakat
termasuk program-program sosial yang mefiput: promosi kesehatan; keschatan mental;
kegehatan lingkungan; kesehatan seksual dan reprodulsi; kesehatn anak; pendidilan
iz dan keschatan, !

Ekonom dan analis kebijakan publik telah menggunakan analisis binya-manfaat
ataw sogt and benefic amalysis (CBA) selama beberapa dekade imtuk mengnkur dampak
elonomi dari program sosial, dan umumnya sehagai alat ukur untuk mempengaruhi
tngleat pengeluaran pemerintah pada suato program sosial. CBA iasanya diganakan
pada permuolaan program untuk mencotukan apakah mtervensi pomcrintah akan
merghasilkan manfaat vang lebih ungdul davpada ahernatilain, atau secora retrospelkitif
untuk menentukan apakah program pemerintsh tersebut berharga. ™

Seperti CBA, SEOLmenilal terhadap dampak program dengan pendekatan monetisasi,
SROT mengukur nilai dempak program secara finansial dengan membandingkan antara
rilad dampals derglon malai biaya pooieam vang telah direalisasikan, Oleh karenaitu SRO1
dapat memberikan hahan pertimbangan apaksh suatun program vang telah dilaksanakan
telah layak secara finansial dan memiliki dampak keuntungan jangka pendek ataw
Jangka pangang atan justru sebalilnya,

Mamun SECM berbeda dengan CBA dalam lima hal penting. Pertama, SRO1 adalah
insiramen manajemen yong memungkinkan pengambilan keputusan secara feratur,
Int berbeda dengan analisis CBA yang umumnya digunakan sccara berkala untuk
menentukan cara vang paling murah untuk memberilan manfaatatao untuk mengurang
dampak negatif bagi semua pemanghku kepentingan otama. "

Kedua, SRO1 memungkinkan pembuat kebijakan untuk memaksimalkan manfaat
sosial dan finansial. Sehaliknya, penggunaan metode CBA tidek untuk merencanakan
atan mengoptimalkan pencapaian nilai finansial don sosial.™ Setelah melaksanakan
CBA. intervensi pemerintah dapat dilanjputkan hanyn jika manfaat tomal lebilh besar
daripada total bigya dan jila rasio mantaat terhadap biava melehihi angka tertenn.'

ketga, SROL didasarkan pada teori perubahan yang memperhitungkan rantog
peristiwa dari scbuah program dan hasil vang terkaic dengan program tersebot. SREOT
mendidentifikas di mana dan bagaimana nilai diciptakan eleh sapa, dan suapa vang
dinntungkan darinya dan bagaimana proses torsehut terjadi.”

* Bss Millor dan Kelly Hall, Ssofofl Hetm o dovesersenr (SR | ad Performae e Morssremond: T O i iries
el Harriers for Bsolof Emserprises in Fealih orsd Ssolel Core. Public Monglememt Review, Yol 15, Moo 6, 2005 him.
Q23941 these onganizations are beirg required o demonstmate thie social and sconomic vohe they generute, Sooial
Tt e investment (SR

HAduraghrmi CHuwnbusaye Banke Thomae et ol Sscind Renor o Svesereerd JSHECHT Methadafon reAsoours for
Vaalue for Mooy o Public Realih Iricrvenrione A Spsesmatic Baane. BMC Public Hi‘ll"‘h Wil 15, Moo 1 25, him.
5RI-58T cost-eMectiveness, st utility-nmd costbenafit analyees have been wsed o aseess yolee-for-money of public
health interventons The soclal retirn on ionestmeani ISHﬁI

2 Alison Lingone don Sam Olsen, Guddalives for Socia! Renva op Tovestmeut. Coliforgio Manogement Feview, Yol
i, Eesue 11, 20604, hlm. 1846135

U aalin Arvidson et al., Velsiagehe Seoiel? The Madareana Conrroversies of SMaanming Sortal Keaarm on | mirsimee
(B8], Yalumtary Secinr Heview, Vol 4, Ba, 1, 2003, hlm. 18

" Alisan Lingans dan Sara Olsen, Cracir

% Malin Arvidesn et al., Opon

" Emilin Pramiva et al., Iotegrating Admptatien it REDD - Potentinl Iopocis aoid $ocial Berurm oo Investment
m Sebalang, Mol Diwict, Indenesia, gl dird fofBlefmd e docid 825938, Glenome Framova_3013_Ine-
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Feempat, analizizs proveksi dalam SROT sangat-berguiis ketika merencanalan suatu
program karena dapal menunjukkan bagaimana memaksimalkan dampak dari bigya
yang telah dikeluarkan dan mengungkap hambatan yang harus diatasi. Analisis 5SROI
puga bergung untuk mengidentilikasi apa vang harus dipantau dan dievaluasi setelah
siaty prodrem heroperasi penuh, '™

Kelima, analisis CBA  didesarkan  padn  teori  wtilitadanisme  preferensial.
Utlitarianisme mengklaim bhahwa yand penting tentang suatn tindakan dalam art
moral adatah hasil skhir dar kepentingan dan milainya bagh kescjahtoraan Oeclfare)
terhesar,  Mamun dalam kalkulssinya: terschut CBA mengabaikan penilaian nilai
individu dan berbogai maekna kesejahteraan dan latar befakang sozidl budava vang
herbeda sehingga justru cenderung mengarah pada distorsi kesejahteraan,'™ Sementara
SROI membutubkan partisipasi pemangko kepentingan vang beragam dalam satu 54
yang dievaluasi, Pemangku kepentingan yang berbeda juga dapat memiliki pemahaman
ving berbeda tentang konteks implementas) program ketika melakukan evainasi. [
satu sisi, ini menjadi pombeda yang positif dari SROT tetapi dapat menjadi kekurangan
Jika dilihat dari cfisicnsi penggunaannya schagai sebuah metode analisis dan evaluase™

Fada prinsipnya, metode SROI dapat menggambarkan hubungan antara “investosi
sostal” berupa program yang dapat dihitung rilai finansialnya dan manfast sosialnya
dengan mencgemahkan aspek-aspek tertentu dar nilai sosial ke dalam mlai Anansial,
yang menghasillon koefisien SROI Bomponen finansial ind dilengkopi  dengon
meminpukkin alternatf kuantitatf dan koalitanf damipak sosial dorr suatu progrm,
hukan hanya kepada pihak pelaksana program tetapi fuga kepada berbaga pihak terkadt,
misalnye: masyaraleat secar wmn, pemerintal dan pemanglka kepeatimgan lain vang
terkait (misalnys dunia usaha) 2"

Terkait dengan gepentingan dunia usaha, SROI jugs digunakan ontuk menganalisis
dampak program tanggung jawsh sosial perusahaan {(eorporate social respansiinlicg
atan CSE). Setelsh melakukan apalisis SROD maka manajemen perusahaan dapat
mengetnhni seherapa besar manfhat dalam perspelktif finansial yang diterima olch
masyvarakat maupun perusahaan karena adanva program CSK. Perusshaan kemuodian
dapat menggunakan hasil analisis SEOT tersebut untuk laporan kebeédanjutan,™

Berbagai pemanfaatan metode SROL tersebut memmjukkan wilavah penggunaaniya
masih terbatas pada dimensi Rewirausabaan sosial dan dunia usaha secara wimu,
Mamin sebagai mana CBA sebagai metode vang sehelummya digunakon di luar Konteks
legislasi, 5RO juga dapat digunakan sebagal metode dengan fungs: yang serupa dengan
CBA. Metode riset dalam legislasi sudah mengenal CBA sebagai salah satw mefodc

grating_ndapintion_intn KEDIY - Indmaesia plf, diakses 15 Okeober 2000,
g,

1* Yee Beong Choy, Castodivne i Amelivsis, Valse, Wellbeing amd Echics An Indiguany Werlifneaw Aralysis Bealog:
ical Eoomamics; Vol. 195, 260E, lilem, 1-54.

% Brion I\ Yotes doo Mita Marm, Sscial Refon Ow Devestuenr (SROTT Predleny Selarions | aod o 5005 & Sood
Irvetmens? Evelaarine amd Program Moo, Val, g4, 2007, hlm. 138144,

= Gorgh Krley, Bnbert Mikcscher, dan Eatharing Midlhert, Sociol Keturn an Investmemt (SEOH): Smie-of-the-
Art and Ferspectives A Meta-Analysis of Proctice in Sacial Bemm on Investment (SROEF Snedies hiops:Yarchiv,
thoni-hedelbers de vl hext server TRTSHS 1CSE_SROE Metn_Anolysis 2003 pdf, dinkses 15 (Hitober 2020

O Moria B, Nindia Badvati, 2014, Sastnireblr Betores & Chrporare Sociel Resporaluling FOSR), CECT Trisakn
Lrimersity, Jokdrta
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urttule mengilkir pedu tidaknya sebaab produl legishagi untuk memberikan manfant
bagh masyarakat,

Apakah kemudian SROI sebagai metode juga dapat diadopsi dalam konteks razet
legfisiasi? Kemunglinan tersebut sangat terbuka karena 2 (dua) alazan. Pertama, setiap
sigtem ledislasi membutublon metodologl sebagal bagian darn kebijakan legizlasi,
Aspek metodolog dalam legislasi meliput kebijakan tentang naskah akademik serta
metnde vang dapat digunakan. Aspek ini herkaitan dengan sekelompok instrumen vang
heterogen: yang membantu dalam aliran pengambilan keputusan, penilaian alternatif
dan pengambilan keputusan oleh pemerintah, Tujuanmya omtuk merasionalisasi
pembuatan kebijakan dan struktor hukom yang mendukongnva. Melalui metode
tersehut tersedia informaszi yang terkampul, alternatif peraturan perundang-undangan
dan proses pemibuatan undang-undang atau kebijalan untuk, kemudian, memberilion
mugsukan atau menuniukkan solusi vang lebih hail.*

Fedua, undang-undang  diterpatkan  sebagon  “program” untuk menghasillan
perubahan tertentu yang telah dimomuskan dalam pembuatannyva. Ini terkait dengan
salah satu arah yang ingin dicapal dari kebijakan legislast vaitu kuahtas logislasi.
Kualitas legislasi (rie quality sf leqsiation) teloh menjadi konzep yang krosial bagi isu
pembangiman di dunia: OECLY dalam The 20012 OECD Policy Hecommendations of the
Cosmeetl on Hegulatory Falty and Goverianee menempatkan kualitas legisiasi berperan
signifikandalam pembangunan karena meningkatlan kapasitos legislasi untuk mencapai
tujinarh dari kebijakan perencanaan pemtmngunﬁrl.:"

Berdasarkan 2 alazan tersebut, maka diperokan metode pemantaian pelaksanaan
updangindang, Pemamtauan -geteloh  ondongundang  disablkan haruz  mampo
merminjukkan dampak 11l dan kelayakan pelakzanaan undong-undang tecsebut secara
hAnansial. Pengukuran bigya vang telah dikeloarkan sclama beberapa tahun untuk
melaksanakan ondangundang kemudian perlu dibandingkan dengan nilail finansial
yang tolah dibasilkan bagl sasaran undang-undang dan juga pemerintah.

Mamun apakah metode 5RO vang ditawarkan dalam artikel ind memalikl urgensi
stan. kemungkinan untuk diterapkan dalam sistem perundang-undangan Indonesia
saal ini? Bogian Derikutnyva akon menjelaskan kemungkinan tersebut dari sisi urgensi
evaliasi pasca-legislosi atau pase-logistarive scending (selanjuinya disebur PLS) dengan
mengiunalaan SROT sebagai salal satu metedenya,

Urgensi Penggunaan SROT dalam Riset Legislasi

Bagian ini akan menjelaskan mengapa SKO diperhikan dalam sistem perundang-
undangan di Indonesia. Eksplanasi ini menempatkan urgenst metode riset dalam PLS
yang mampn menunjukkan dampak dan kelayakan dard implementasi undang-undang
gecara terukur kepada pemanglu kepentingan maupun pemerintal. Oleh karens itd

= Fehpe de Paidn, Hefreming the Comperents of Lopislantve agalatnry Policiee: @ Fanenownd Propesal Theary ool
Practice of Legishtian, Vol 5 Mool 2007, kb S06-317.

9 Helen Xanthaki, Cevfifmy Mdioarels amd Qe iy i Leagusfard oo ottt Comrilieciom foaras Certamcly oo ifie Law
ar Trdpifirwemt oo e Neceasily for Pigvamarm of Rods? Lepispoadence, Vol, 4, Mo 2, 200E Ll TIT-128,
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perlis diketahin konzep PLS dan bagaimans Badan Eeahlian DPE RI menggunakan
pendekatan atau metode tiset dalam kajian pemantauan implementasi undang-undang,

Kapian tentang metode risel dalam legizslasi di Indonesia tidak banvak dilakukan,
Bebetapa kagian vang sudah ada umumnya fokus pads metode dalam penyusunan
magkah akademik. Malle dan Ereiztina menunjultkan pentingnyva metode analisis dampak
dalam penmyusunsn naskah akademik yang ternyata memiliki berbagat keterbatasan
dalam kontelks Indonesia ! Berbagal metode riset dan disiplin ilmu lain mavpun vang
dikembanglan oleh kajinn perundang-undangan semdin kemudian dikembanghkan
umtuk mergukur dampalk yvang diharapkan dari adanya sehush undang-undang. Berbagai
mietnde seperli rogulalory fmpact dssessieaid (RIA), ROCCIPL dan CBA dikenalkan aleh
Badan Feahlian DPR RI dalam penyisunan naskah akademik, Namun pemahaman
tentang berbagal metode tersebut ditempatban dalam konteks pre-legislarive sernringy
[ persiapan legislasi], dan hukan dalam kerangha PLS

L5 dalam Konteks legislasi periu dipahami sebagai bagion dari evaluass kebijokan,
Evaluazi kebijakan pada umumnya didefinisikan sehagai penilaian dampak kebijakan
torhadap masyarakat, Mamun argumen terschut dikeitik oleh Verdung hahwa evaluas:
kebijakan tidak sekedar menfia efekbovitas. Evaloasi kebijakan juga haros menilas
efisienst mplementast dengan membandingkan nilai biava yang dikeluarkan dalam
implementast dengan nilai dampak vang diperoleh. Oleh karena 1tu mekanisme evaluasi
harus berdasarlan pada datn empiris vang koloh dan justifiliasi ilmioh vang terukur, =

Selama Crde Bama, PLS dikaitkan dengan pelaksaman funger pembaatan uindang-
undang dan fungs pengawasin vang dilakulkom melalui proses pembuatan undang-
updang vang teratur dan pengawagan yvang dilakukan oleh DPE setelah undang-undang
disghkan, Melaha mekanisme dengar pendapat seperti tfu, DPR dapat menghimpuan
herbagai aspirasi dan mendapatkan masukan yang berbeda dan pemangho kepentingan
atas pelaksanaan undsng-undang ofch pemenntah dan menvampaikan kritik, Seteloh
Orde Bam, ada funtutan kuat darl gerakan reformasi untuk memasukkan PLS schagai
hagion dari wewenang DFR untuk memhbuat undang-undang vang diperlukan dan
mengawasi. kehijnkan dan kinerja pemenntah dalam menjalankan undangamdang
tersehiit,™

PLS merupakan perkembangan terkini dalam prosedur dan peaktik parlemen yvang
bertujuan untuk mempedkuat pendavwasan parlemen stas implementas undang.
imdang, sebiagai bagian dari fungsi pengawasan parlemen. PLS elah dilembanglan
dalam dua dimensi utama: penilaisn terhadap pembustan undsng-undang dan evaluasi
peneapaian tijuan dari undang-undang tersebut. PLS dapat digunakan untuk menilai

| Victor Tmamee] W Malle don lennis Krsting, Thootampas Fenera o Auadicis Dampak delaom LepsTaes Tead onesta,
Veritas e fustitia, Wal, 6, M 1, 2020 him. 127-1458,

* Evert Vedung, 2017, PuMic Polioy erd Fropam Evaluetior, Polic Pallgr ared Praocom Evafnetion Rinstledge,
Mew Yark

* Pohak lorrngl Namggelin dan Rins Ratharing, Peor PLE o Secariny sevior Meform . aud Ies dnpeces o Hioman
Figplers oo Civil- Milivaryy Selattoas i Dudoresin. Joumal of Seutheast Asion Humm [Gights, Yol 4, Moo L, 2020, hlm.
Z3=51.
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miasing-masing bagian undang-undang tetapi juga dapat ditecaplan ke selurub kerangka
huikum atad serangkaian undang-undang™

Tika merupuk pada tafsir sempat malea PLS melihat pada: berlakunva andang-andang,
apaliah ketentuan hukum sudah dibeclakulkan, bagaimana pengadilan menafsirkan
undang-undang dan bagaimana praktsi hukam dan warga negara menggunakan
hiukum. Dalam arti yang Iebih loas, PLS melihat dampak legislasi; spakah tujuan
kehijakan vanyg dimaksudkan dari undang-undang tersebut telsh terpenuhi, serta timgleat
efisiensinya, Jika parlemen berupaya untuk menjalankan kedua dimensd terachot, PLS
terus memfagilitisi perbaikan hukum dan implementasi kebijakan o sendirl. Dengan
demakian, PLS berkoniribusi pada peoangkatan efekbvifas dan akantabilitas tata kelols™

Tika mecujuk pada makna PLS dalam arti vang lebil Tuas tersebat, maka diperlulian
metode yang dapat mengevalugsi implementas undangundang mampu berdampak
kepada sasaran wang ditujunya Tugas mengevaluasi implementasi undang-undang di
parlemen berada pada Pusat Pemantavan Pelaksanaan Undang-Undang pada Badan
Eeahlian DFH dan Badan Legislast DPE EQ (Baleg). Berdasarkan Persturan Seljen DFR
Bl Momor 6 Tahun 2015 tentang Organdsast dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR sehagaimana dinhah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Forwakilan Rakvat Republik Indonesis Nomaor 2 Tahun 2016, kegiatan pemantanan
pelaksanaan undang-undang pemantausn peraturan pelaksanaan ondangundang,
dan penanganon perkaca pengujian undang-undang menjadi tugas dan fungsi Pusat
Pemaniauan Pelaksanaan Undang-Undang,

Baleg fokus pada peman tawan dom peninjauan aspek hukumdac undangamdang vang
disahikan vntul menilad apalkah: pemerintah telah memberlakukan semun peraturin
pelaksana, ketentuan undong-undang tersebut beclaku, ketentiuan undang-undang
tersehut hertentangan dengan undang-undang lain, dan hal lain vang terkait dengan
implementasi undang-undang. Baleg kemudian akan menggunakan temuan temschut
schagal masukan untuk Program Legislasi Masional (Prolegnas) priovitas tahunan,
PLS di Indonesia juga dilakukan oleh herbagai Komisi di DPR BRI yang mengawasi
kementerian/lembaga negara. Komisi-komisi tersebut fokus pada aspek yang berheda
dari Baleg, yaitu pada efeltivitas vndang-undang dalam mencapai tujuan meeeka

Wilavpun dua lembags ini memiliki tugas vang serupa dalam lingkup PLS, tetapi
hatva Pusat Pemsantatian Pelaksanaan Undang-Undang. vang mempublikasikan hasil
kajinn evalussi terhadap pelaksanaan undangundang secara terbuka melahui situs
resminya. Identifikasi terhadap metode yang digunakan berbagai hasil kajian tersehut
meminjukkan hahwa pendekatan monetisasi belum digonaksn dalam  mengubur
dampak finansial. Berbagat hasil kajian terschot memprioritaskan pendekatan kualicatif
dan semuanya mengacu pada pembagian substansi, struktur, dan koltur hokum vang
wmenmnya digunakan dalam menganalisis isu efekbivitas undang-undang,

& Fytics Fisilis don Franklin De Yoede, Haw Peiiporenes Mewitor Seaeinnbie Devefapremt Soale-a Griwed for
Applionier af Poer Ligidarive Yoy Jonmal of Eegislotve Snulles, Vol 26, Mo, 3, 2020, hlm. 444468,

* Fronklin D Yriexe, {p.0r,

= Franklin De Yoeze, Legishitive Semtiny: Overview of Legislative Scrutiny Proctices in the UK, India, [ndo.
nesa, and France, hitp:/fwwe parhare nt.uk /i siness/‘committces’ commoitiees-a-2jomi-selecthuman-rights-com-
i g e praliica tan-oed-rim ds-report-legisttive-scouting-upclabe Fotm__sowros = laedly, diakses 16 Oktader 2020,
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Tabel 1. Fendekatan dan Fokus-Analisis Pemantanan Pelaksanaan Undang-Undang oleh
Badin Keshlion DPR BRI {Talan 2018-20024)

Ko, U meham g-Unalomg Pendelkatan Fokus Rekomendasi

1. U Mo, 21 Talin Diegkriptf kualitatif den- & perubahan behberapa normas;
2011 tentang Oroori-  gan pengumpalan data ke b penguatan kelembagaan;
ties Jasa Keuangan 4 diperak vaitu Sunatera conpml penvelesgian sengketa di

Selatan, Jawsa Tengah, bidang ketiadgan;
Jawea Timur don Koliman- o, trensparansi pengelolann ang-
ton Scluton, garan OK;

e, konsistensi pelwyaman O1E.

2 L Mo, 11 Tahun Creakriptaf Rualitatif a, perubalian bebarapa ook
2002 tentang Sistent  dengan pengunrpulamn b sinkmnigasi dengan T lain dan
Peradilan Pidana ifata ke 4 daerah yaitu putusan Mahkamah Eonstitusi;
Anak Jawa Timur, Kalimantan  copercepatan peratucan pelaksama:

Timur, d. koordinas kelembagaan:
Sumetera Utoradon 1Y, e pemingkstan anpgaran;
f, sosializasi den cdukasi substansi
undang-undang.

do 0 U Mo, 23 Tabhun Dieskriptf kualitatif vangd  a. perubahan beherapa normas;
2014 tentang Pemer-  didukung olel data praner b sinkeonisast dengan UL Baing
intahan Daerah dort wewancare dan FGD o percepatan peratursn pelnksang

serta data sckunder. Pen- o, penguatan kelembaogram
gumpulon data ke 4 dag- e perungksmn koalicas SDM
rah yaitu Aceh, Sumaterm peloksans,

Selatan, Jwws Timur dan

Ealimomton Selatom

4, UL Mo. 36 Tahun Dreskripif kualitatif vangd  a.perubahan beherapa novog
2008 tentang Bes-  didukung oleh daga primer b, sinkmonisas dengan UL Ling
chatan dari wawrancara dan . penguatan kelembagean:

PG serta dote sekunder,  d. peningkatan anggaran peliksan-
Pengumpulon data ke 3 BRI

decmah veitu Sumatern e, edukasi pads mesyamkar,
Utars; Acch, dan Kaliman-

tan Barat

5. Ul Noo 14 Tahun  Deskripof koalitotif vang 6. perubahan beberags normas;
2005 tentang Gury  didukung oleh data primer b, sinkmonisast dengan UL Lain,
don Dhosen dory wwwancarn dan

PG serts data sekunder,
Fengumpulon data ke 3
dpzrah voitu Jawa Barst,
Daerah [sgimewa Yogva-
kaiza, Jawa Timur
f. UL No. 32 Ta- Dieskripaf kuakitatif vang  Perubohan bebe rapa norma Jarenn

hum 20088 e ntang
Ferlindungan dan
Fengelolasn Ling-
kumgan Hidup

didukung olch data primer
dart wawancarn dan

PGy sertm-dote sekunder,
Fengompulan data ke 2
dwerah vastu Kiau dan
Jawra Tengah,

terdapat permaosakahan teckait
multitatsir serie permasalafun
tumpeng tindih kewenangan
struktuml,
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Undang-Undang

Pendekatan

Fokus Rehomendasi

Y. U Mo, 10 Tehun
AR tentang Kepo-
Tiwisataan

Peskripaf kuakitatif yang
didukung oleh data primer
diri wawancar dan

FGD sertn dute sckunder,
Penguwmpulan data ke 4
daerah vaine Sunmatera
Barat, Daesali Istimewa
Yogvakarta, Bali, Niksa
Tenggara Barat.

Perubahan bebe rapa norma karenn
terdapar permasataban terkait
multitabsit seris permasalaban
fumpang tindib kewenangan
atrukiumml

d. U No. 24 Takmn
A1 tentang Boaden
Penyebengdara Jami-
i1 Sosial

Deskripaf kualitetif vang
didukung aleh data primes
dars wawaneara dan

FGI serta data sehunder.
Penguntpalan daga ke 4
di rah vaatu Aceh, Bangka
Belitung, Tawa Tengal,
dan Sulawesi Dara

Perubshan norme dengan sinkro-
nisast pads LIL5] 5N

dan dengas pubwzan Mahkamah
Komstitusl atas pengujian UL
SISN dan U BPTS,

8, UU No, 7 Tahun
2012 tentang Penan-
ganan Konflik Sesial

Deskripaf kualitotf yang
diclukung oleh data primer
dard wawancan dan

FGI serta dats seRunder,
Penguwmpulan data ke 4
darah vaine Sumatera
Uleasa, Lamgrang, Maluka,
Sulawesl Tengah; Selnin
it juga mengumpulkesn
datn dari berbagas lembage
negara yang terkait, kem-
baga swadayve masyarakat,

dan pkademisi

i, perubahan bebersps notmao;
hosinkmnisasi dengan UL Eain;

c penguatan kelembagann;

d. penindkatan anggaran pelakzan-
aam;

e, edukasi pada masyarakar

Berbagat hasil kajian

mplementasi  undang-undang olech Puosat

Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang menunjukkan abwa cekomendasi-rekomendasi vang
dibuat sangar bergantung poda analisizs koalitatf, Pendekstan monetizasi untuk
mengkuantitikasikan manfaat vang diperoleh masyarakat belum dignnakan karena
sethun analisisnyn menggunakan pendelaton deskriptif kuafitatf sehingda dompak
terubur darl implementas: undang-undang belom tergambar dalam berbagai kajion
tersebut. Pada aklirnva rekomendasi vang ditumuskan cenderung monoton atau
seragam, misalnya: sinkronisas dengan undsngundang lain, peningkatan anggaran
pelaksanaan, edukasi undang-undang kepada masvarakat, ataw perubahan nocma
karena adanya multitafsir.

Pengiunaan pendekatan kualifatid di seluruh kajian tersebul sebenarnva jugn
tergambar pada selurul naskoh akademak dara RUL imasiatil DPE BRI yang disusun oleh
Badan Keahlian PR RLY Keseragaman pendelatan ini tonta saja berimplikas: pada
kualitas perfimbangan atau diskursus ketika menentukan perubahan yang diperlukan

* Yictor lmamel W Malk, 2020, Metnde Kiset dalom Legislasi Endonesia: Peckembangan don “Tantangan, dalam
Mdemnin Leglslast Berkaalites: Mool Piliron Uiek Leodelas dmdvoeiz, edo Nany Snoawati, Pasat Kofion Komstitesi
dhani Pamsasila: Uotvemaitas Katolik Darma Cendika, Sumbava; hhin, 5-22,
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dalim suaty undang-undang. i 831 lain, hasil kajian mesgjadi sukar menumjuklkon
drgumen-argumen steatedis yvang terubur agar implementssi undang-undang mompa
mencapai dampak yamd diinginkan. Selain itw, jika pendekatan kualitatil daiam
mengderaluast implementia undang-undang temyata tdak memiliki dazar data primer
yang komprehensif maka rekomendasi yang dibuat dapat tecjebak menjodi kampulan
daftor aspirasi yang disampaikon olch pemangku kepentingan melaloni wawancara dan
diskusi,

Walanpun konscp PLS membkboratkan pada peran paremen, tetapi bukan hanya
parlemen di Indonesis yang melaksanakan riset evaluasi pasca-legislast. Selan tugas
eraluasi implemenias undang-undang oleh Baleg dan Badan Reahlian di paciemen,
Badan Pembinaan Hukum Nosional (BFHM] yang berada di bawah Kementerian
Hukum dan HAM dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | Bappenas) juga
memiliki pedoman dalam melakulan evaluasi undand-undang. BPHN secara fungsional
melakukan analisiz dan evaluas hulkum dan penvusomnan konsep pembanguan hukam
(Ithat Pasal 1006 Peraturan Mentern Hubum dan HAM No. 29 Tahun 2015) sedangkan
Bappenas, khususmya di Dircktorat Hokum dan Regulasi (schelumnya  Dircktorat
Amnalisa Feraturan Perundang-undangan), melaksanakan fungsi evaluasi pelaksanasn
pembanguman di bidang hukum dan regulasi {lihat Pasal 422 Peraturan Menteri PPN/
Bappenas Mo, 8 Tahun 20148).

EFHM zebelum 2005 teleh membentuk tim yag hertugas mengevalias: pematucan
perundong-undangan yang bersifar sektoral atin evaluasi secam spesifik terhadap
undang-undang tertentu, Fungsi tersebut sejak 2015 kKemudian dijalankan oleh Pusat
Analiziz dan Evaluas Hukum MNagional vang dibentol dengan Peraturan Presiden
Momor 44 Talun 20015 tentang Kementerian Hulum dan Hak Asasi Manusin {Perpres
Mo, 44 Fabun 2015)

BPHN di tzhun 2020 kemudian merihs Pedoman Evaluas: Peraturan Perundang-
undangan Momor PHE-HN.01.03-07 Tahun 2020, Pedoman tersebut memuat 6 {enam)
dimensi vang menjadi fokus analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, antara
lain: dimens Pancasila, dimensi ketepatan jenis peratoran perundang-nndsngan, dimensi
potens disharmen peogaturan, dimens Kejelasan mmusan, dimensi Kesesunian notma
dengan asas materi suatan, dan dimensi efeltifitas pelaksanaan, Pengaturan analisis di
B (enam) dimensi tersebut juga telah Jatur sebelumnya dalam Pedoman Analisiz dan
Evnluasi Hukum Mo, PHN-01L.HN.01.03 Fahun 20109 dan- tilak ada pengaturan vang
berbeda terkait pemdekatan dan metode dalam anobisis vang disarankan.

Analisis dan evaluass, berdasarkan Pedoman tahun 20189 dan 320, dapat
menggunakan pendekatan kuantitanf ketika menilai dimensi efcktvitas pilaksanasn
dengan membandingkan kesenjangan antara teks {(lawe i beok | dan konteks pelaksanasn
Law i action), Metode vang disarankan dalam melakukan evaluasi pada dimens ini
adalal analizis CBA untuk menghitung rasio dampak manfaat dan beban/diaya vang
tmbud seielah dikeluvarkanoys peraturan perondangundengan. Monetizas  dalam

O Ermd Sadhinwmt et al.; 200 %, Ko Eefvonest Kequlestdl Dudmresie Pebok Permauafahen den Straeg Prva mm
e Yoyaran Shedl Hukum dan Bebidakan Todonesin, Fakaria,
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pendekatan i dilakulean terhadap variabel bigva dan manfaat. Pechitusigan manfaut
kemudian harus lelnh besgr dibandingkan biava atau milai ragio mantast terhadap biaya
harus dioatas angla 1 (Benefie/Cost = 1], Prinsip perhitungan ini tidok berbeda dengan
prinsip perhitungan dalam SROT

Gebagaimana  penjelasan dalam bagian sebelumnyva, CBA dan SREOI adalah 2
metode yang memiliki kemiripan, tetopi SREO0 memiliki penckanan pada aspek-aspek
lnin vang tidak dimiliki oleh CBA dan CBA sehagai metode dalam praktik legislasi
umumnya digunakan dalam analisis ex-ante, bukan posidegislative, Oeh karena ibu,
BFHMN schenamya dapat mengembangkan rekomendasi metode CBA dalam Pedoman
Evaluasi terzebul menjad: metode SROT dengan memperkuat keterlibaton pemangka
kepentingan dalam monetisas bigya dan dampak vang terulue dalam dimensi sosio
Fuloaral, ekonomi, dan hngkungan hidup, MNamun pengembangan meode tersebul periu
dilaleukan dengan menilai kembali seberapa besar bobot penilaian dimensi efektivitas -
g menjadi wilayah analisis dengan metode ini = dalam keseluruhon evaluas: undang-
undang. Berdasarkan Fedoman Evaluasidari BFHN, dimensi efektivitas yang sehenarnya
bercirikan empirs dan terukur diberl bohot scbesar 20% (dua puluh persen]. Bobot
tersehut masih berada di bawah dimensi-dimensi lain yang bersifat normarif. Misalnya
dimensi Pancasila yang memiliki bobot 30% (tga puluh persen).

Walaupun Pedoman Evaluasi dan BPHN sejak 2018 telah mengabomodir dimensi
efektivitas dengan merekomendasikan penghitungan biaya dan manfaat, tetapi lapotan
rizet BPHN Belum sepenuhnyva menggunalum monetizas) dalam analizis don evaluasiya,
Salah satu contohnya adalah analisis dan evaluast hulkom ferkait perdagangan dalam
megert Gihun 2019, msalnva, menganalizis 458 variabel dari aspek efekovitos dalam
pefaksanaan 22 {dud prilich dug) undangundang dan regulasi. Mamun analizsisefekiivias
terschut masth menggunakan pendekatan kualitatif. ™

Prdoman evaluasi regulasi vang dikemhanglkan Bappenas juga belum mengarah pada
mengubur cfektivitas dan cfisienst melalol monetisasi dampak dan biaya pelaksanaan
peraturan perundang-undangan. Bappenas pada tabun 2011 memperkenalkan Model
Analisa Peraturan Perundang-undangan (MAPP). MAPP adalah instrumen analisis
atati evaluasi regolasi vang dindikasikan bermasalah ataw berpolensi bermasakah,
Operasionalizasi MAPF diowali dengan imventarisasi regulazi, wentbikasy dan
Klasifikasi regulasi yang bermasalah atag berpotensi bermasalah terhadap pencapaiar
tujuss pembangunsn nasionsl, dan dilanjuthon dengan analisis regulas.™

karena arahnya adalah mengidentifkas: regfulasi bermasalah, sebagian besar
persoalan yang dikaji olech MAPP adalah mengidentifikasi aspek normatif hukum vang
hermasalah. Potensi regulasi bermasalah yvang ditemukan pada persoalan: (1] konflik pasal
atau ketentuan dengan peraturan lainnya, (ii) ketidakjelasan pada ohyek dan subyek
yang digtur sehinggs menimbulkan ketidakjolasan rumusan bahasa serta sistomatika
yang tidak jelas, (i) pengaturan yang tidak konsisten dalom sotu perdturan perundarg.

% Fussat Analsis dan Evaluasi Hokim Moslonal, 2009, Laperan ARkt Kelionpel Kern Asalists dos Evalansd Ha
daun Terka i Ferdagespan Dalam Megerap BPHE, Jakarta.

" [rirektoral Analizs Peratmnn Perundongundmgan Bappenas, 20401, Sedonen Promrapae Seformeast Begelast
Bappunas, fokarta,
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undingan heserta turunannya, dan (iv) Gdak memiliki daya gunn, ™ Walaupun pedoman
penerapon reformas: regulas yong disusun Bappenas tdak menjelaskan metodeevaluasi
regulasi secata detil = khususnya metode kuantitatil = tetapi persoslan daya guna
peraturan perundang-undangan dapat memjadt pinto masuk bagi pengembangan SEOL

Bagian ind telah menunjukkan balvwa evaluasi peraturan perundang-undangan
di Indonesia — pada tataman pedoman vang disusun olch Badan Keahlinn, BPHRN
dan Bappenas hingga pelaksanasn oleh Badan Keahlian - belum sampai pada upaya
mengevalnas) efektivitas dan cfisienst implementasi undang-undang khususnya dengan
monedsas bisya dan dampak undang-undang. Padshal pendekatan kuantitatif tersebut,
salah satunya dengan metode SRO1 dapal menunjukkan gambaran wiuh terhadap
tindang-undang. Bagaimans sehaiknya SEOI sebagai metode dikembanglan  dalam
kerangka PLS? Bagian selanjuinya dari artikel im akan membahas prinsip dan langkah
yang perln diperhatikan ketika mengfunakan metode SEOD dan sekalifus menjadi

catatan bagi pengembangdan pedoman evaluas vang telah disvsun oleh Badan Keahlian
dan BPFHRN.

Prinzip dan Langkah SROI dalam Evaluasi Legislagi; Simulagi dalam UU Penge-
Iolean Sampah

Jika migtode SROI mngin dilaksanakan dalam konteks evaluasi undang-undang maka
mentbutulikan tahapan kegiatan: (1) identifikasi cakupan pelaksanaan ondang-undang;
(2] identifikosi pemangko kepentingan kunc; (3) menghitung kejadian dampal berupa
identifikosi fnpul, proses dan oufeomis; {4) pemberian nilai dan penghitungan SROI,
Bagian ind akan menjelaskan 4 tabap tersebut dan mensimulasikannya dalam konteks
implementasi Undang-Undang Nomaor 18 Tohun 2008 tenmeng Fengelolasn Sampah
UL Pengelolaan Sampah].

I idensifikas Cakupan Pelaksanaan Undang-Undang
Fuang limgkop pelaksanaan undang-undang perlu ditentukan terdebih dabmlu agar
nantinya memudahkan penentuan pemangko kepentingan serta dampak vang akan
diukur, Sebagai contoh, jiks Kita mgin mengevaluaszi pelaksmaan U0 Pengelolaan

Sampah maka evaluator sebelumnya perlio menentu ko ruang lingEup undang-undang

tersehut Evaluatordapatmengidentifikasiruanglinglupnvadenganmencermatibatang

tubuh undang-undang. Untuk konteks UL Pengelolaan Sampah, bab danbagian dakaim
batang tububh menunjukkan beberapa muang lingkupmya vang penfing antam lain;
pembatasan tmbulan sampak, daur ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah, don
penanganan sampah dan pemilshan bingga pemrmosesan akhir,
2. Identifikasi Pemangku Kepentingan Funei

Karena undang-undang berlaku nasional, maka pemangho kepentingan kunci
geharusnya jugn beralala nagionsl. Namun pemanglou kepentingan vang tidak spesifk
justrnakanmenvulitkan monetisasidanpenilaiandampak. Oleh karenaituanalisis SROT
dapat dilakulan dengan folus pada wilavah tertentu vang dipilib dengan alasan atan
pertimbangan yangjeloz. Sebagaicontoh, jika mengidentifikasi pemanglku kepentingan

* fhidd

Jurmal TUS Kajian Hukum dan Keadilan




!IE-EH: ZINGISLT, BTSN 24T T-R15N

koned dalam imiplementasi U Pengelolaan Sampah maka perlu dibatasi Kabupaten!
kotayungd dipihibsebagai loka s penslifianevaluasi atou bahlaan dopat dikhususlon pada
beberapa kecamatan terpilibidi kabupatenskotatersebul. Jika lokasi vangmenjadifokus
mialkinspesifk maka penentuan pemangka kepentingan akan semakin mudah, Setelah
pemangliu kepentingan kuncidi wilavah tersebutberhasil diiddentifikasi makalangkah
berikutnya adalah menentukan perannya dan dampak implementasi undang-undang
terhadap dirinyva, Tabel 2 mengilustrasikan hasil identifikasi pemangko kepentingan
untuk konteks ovaluasi UU Pengelolaan Sampah,

Tabel 2. Simulas [dennfikas: Pemangsu Bepentingan dalam Evaluas: UL Pengelolaan
Sampah

Pemanghu

Kepentingan heEan

Dampak dari UU

Warga pembayar

{1} Memasok sampah setiap

Penurunan jumlah penyakit

retribusi hari. bawaan dari sampah, mis-
(2) Membayar biaya retribusi.  alnva: diare, DBED, 15PA,
dalam pengelolgan sampah di - penyakit kulit
kota,

Bank sampah {1} Meénerima setoran sampah (1) Penambahan penghasilan

dari warga.
(2) Memilah sampah plastik.

masyarakat dorl penulkaran
sampah,

(2] Pemanfaatan kembali
sampah astik dan mengu-
rangi sampah plastik yang
masuk ko TPA,

Lhinas Kebersihan

{1} Melakukan pembinaan dan

pengawasan kinerja pengelo-
laznn sampah.

{2} Melakukan pemantanan
dan evaluasi sccars berkala.

Penurunan volume

sampah yang diproses ka-
rena berkorangnya fimbulan
sampah di sumber penghasil
sampah [misalnya rumah

tangga),

LT THEA

{1} Melaksanskan penganghu-
tan sampah.

{2} Mengelola pomrosesan
sampah di akhir.

Penurunan volume

sampah yang diproses ka-
rena berkurangnya fimbulan
sampah di sumber penghasil
sampah [misalmya rumah
tanggal,

Botelah memetakan pemangkun kepentingan kunct heserta perannys. masing-masing
serta dampaly undang-undang terhadap dirinva lalu kemudian dilakakan perhitungan
dampak dan penilatan kevangan {monetisasi) darl masing-masing parameter dampak
tersehut. Nustrasinya dapat dilihat pada Tabel 3.
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Tahel 3. Simulasi Perhitungan Dampak dan Monetisazi UU Pengelolaan Sampah

Dampalk Pendekatan Perhitungan Monetisass
Warga pembayar retribusi
Permurunan jumleh Menghitung penghematan Milai penghematan ber-

penvakit bawaan dari

sampah

pengeluaran pengobatan
warga setelah pengelolaan
samipah tertangan dengan
baik,

dazarkan recats penge-
luaran pengobatan bagi
penvakit hawaan samipah
dari 3 tahun sebelumnya
dibandinglan dengan
tahun 1.

Bank sampah

Penambahan pendapatan
masyarakat dari penu-
karan sampah.

Menghitung jumlah pen-

dapatan warga yang terdat-

tar schagal anggota bank
sampah.

Ferata vang vang diterima
oleh anggota hank sampah
setiap bulan selama 3 ta-
humn terakhar,

3 Menghitung Peristiwa Spesifik vang Menumpukkan Dampak Undang-Undang
Penatiwa dempak (feput, proses dan swscome) diperoleh berdassrkan hasil
perhitungan jumlohperistiwadamipal (e idernee | Padatabaprind, semuaperisfiwaspesifik
tentang dampak implementasi undang-undang kemudian dihitong dan dipeckirakan
agar memperoleh besaran cifl untul setisp pacmneter dampak tersebur,

Tabel 4. Stmulasi Perhitungon Peristiwa Dampalk

Dampak

Perhitungan Peristiwa Dampalk

Warga pembayar retribusi

Penurunan jumlah penyakit

bawaan dari sampah

Milai penghematan berdasarkan remata pengeliusran

pengobatan bagi penyakil bowaan sampah dar 3 ta-
hum sebelumnya dibandingkan dengan tahun ini,

Pada 1 wilayah yang menjadi lokasi evaluas terda-
pat 10000 wargs terdampak dan setiap tahunnyva
ada penghematan rerata Rp. 30000000 dan menin-
ghat setiap fabun rerata Rp. 100.000.00, Sehingga
total penghematan selima 3 tahun antara lain: Rp,
00000000000, Epo 600000000000, dan Ep.

T000. 00N GO, G,
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Bank sampah

Fenamhahar pendapatan Kerata uang vang diterima oleh anggota bank sampah
masyarakat dari pemuikaran. setiap bulan selama 3 tahun terakhir,

sampah Pada 1 wilavah vang menjadi lokasi evaluasi terdapat

1AM warga vand menjadi anggota bank sampah dan
setiap tahunnya ada tambahan pendapatan rerata
schanyak Ep. T00.000,00. Sehingga total pendapatan
tamhahan di wilayah tersebut setiap tahun adalah
Fop. TOLOO0.000,(H1,

+. Pemberian Nilai dan Pengtungan SEOT
Pada tahap in1 kemudian dilakuksn pengukuran terhadap kembali (reme)
tidaknva investasi pemerintah untuk mengimplementasikon undang-undang. Tahap
ini melakukan pengukuran dalam bentuk dampak riil yang terikur, Simuolasi dalam
‘Tabeld melakukanpengukurantersebutsecarasederhanadanbelummemperhinmghan
tinglkat suka bumnga serta asumer peran pihak o dalam membenkan daompak pada
pengelolaansampah, misalnyadalambentuk program tanggongjawabsosialperusahasn,

Tabel 5, Stomulasi Penilaian dan Penghatungan SRO1LUU Pengeloloan Sampah di
Kecamatan A dan B, Kata C
Tahun Tahun Tahun

N, Urikan 2018 2018 2020 Total
A, Inpait
1. Pembangunan dan operasional TPA RAO00 4000 5000 1700060
(dihagi proporsional berdasarkan luas
wilayah)
2 Pembelian truk sampah S0 Al S 154100
Total Inpui  8.500 4.5 5.500 18,504
B, Outcome
1. Penghematan pengeluaran pengobalan 2000 6000 T 15,000
2. Pendapatoan tambahan dari bank 700 700 T4 2,100
sampah

Total Onicorme 5.700 6,700 7.700 201040
SROI Ratio (Qutcomre:lnpur) 0,67 1,49 140 1,008
Simmulasi yang ads di Tabel 5 menunjukkan hahwa implementasi UL Pengelolaan
Sampah tidak efisien dan efektif dalam memberikan dampak, Namun ada pemingkatan
di 2 tahun berikutnya sehingga tasio SROD secarn keselumihan dalam 3 tahun
terakhir masih di ataz angka 1. Rasio SROI cenderung menurun ketika pemeringah
menganggarkan biaya investasi yang besar untuk samna prasarana peogelolaan sampah,
Artinya Implcmentasi UL Pengelolaan Sampah di 2 kecamatan terschut, schagai
sampel, masih layak untuk dilanjuikan dengan memperombandlan dampak - vamng
dirasalan para pemangku Repentingan tersebut. Tentu saja weaian ixpar dan snfcone
yany distmulasilkan tersebut masth janh dari situast nil karena banvak aspek vang dapat
dielaboraszi di kedua aspek tersebut,
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Berdasarkan tren razio SEOI tevsebat, pemenintah dapat menentukan rekomendasi
tindak gt untuk meningkatlan efsicnsi dan efektivitas implementas: UL Pengelolaan
Sampah agar dapat mencapai fujuan undang-undang. Contoh rekomendasi tindak
latjut dengan mengacn pado simulazi Tabel 5 adalah: mengefisienkan operasional truk
pengangkutan sampah dengan mengefekfifkan pemilahan sampah di Gngkar rumah
tangga. Sclain i, jiks evaluator ingin mendapatkan monetisasl satcome yang valid
maka porlu adanys sinergisitas antara kementerian/lembaga negara stan parlemen
yang mengevaluasi dengan berbagai pemangkn kepentingan di sekbor heschatan agar
mengetahni penghematan pengeluaran pengobatan vang riil,

Wialaupun mekanisme penghitungan SROI terhhat sederhana, fetapt pada prakilonya
manti membutuhkan ketelitian dalam memetakan pemangka kepentingan serta
miemetakan dampak konlkrit dan terukur vang didapatkan, Tahap monetizast juga sangat
menentukan karena dalam tahapan itulah dapat terlibat ukuean yang akan digunakan
dalien menghitung dampak pada satuan nominal biaya vang jelas, Bebecapa asumsi
dan teori atau konsep dasar juga ridak boleh loput untuk diperhitungksn. Asumsi vang
perlu dihitung misalnya asumsi sulo bunga dan intervensi pihak lain, Pengrunaan teori
atan konscp dasar jugd menentukon dalam menetaplan dampak dari ondang-undang.
Contoh dalam simulasi iml adalah penggunaan konsep dasar tentang pembangunan
herkolanutan schingga analisia dampak dan UL Pengelolaan Sampah difokuskan pada
aspelk kesehaton lingkungan dam milai tambah yang diperoleh manusia dart pengelolaan
sanrpah.

SIMPULAN

Bagian-bagian sebelumnya telah membahas tinjansn umum tentang SROL urdensinya,
dan hagaimana langkah analisis SROE dolam konteks implementas] indang-undang.
Tinguan umum terhadap SROD menunjukkon metode ind dapat menpdi alternatil
dalem evaluasi vodang-undang dan memibiki kemiripan dengan metode CBA yany telah
fomiliar bag perancang peratuman perundang-undangan di Indonesia,

Pendekatan monetisasi dalom SROT dapst menunjuklan efisiensi dan efektivitas
dart undang-undang dan pendekatan tersebut tidak cukup terakomaodir dalam panduan
evaluasi undang-undang vang disusun oleh Badan Keahlian, BPEHN, dan Bappenas.
Lembaga-lembaga tersebut dapat menyusun pedoman evaluasi dengan menjelaskan
langkah-langkah vang konkrit dalam evaluasi kuantitatif techadap undang-undang,

Smmula=y langkah mengpunakan SHOI dalam arbkel i memmpukkan bahwa
metode - membutubkan kecermatan sehingga sukar dilakulsan hanya oleh evabaator
berlatarbelakang hukum, Oleh Karem itu evaluasi undang-undang dengan metode
SEOI memurnitut keterlibatan penggiat disiplin flmu lainnya, khustuznya dart akuntansi,
gertn pernangka kepentingon yang terkait dalam berbagai tahapan analisis SROI. Selain
i, penghitungan tagio SEO] perlu dianalisie dan digunakan sebagai dasar untuk
merumuskan rekomendasi tindak lanjut agar implementast undang-undang nantinya
dapat spmakin cfektif dan cfisien dalsm mencapai tujuan undang-undang,
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